GUBERNUR SULAWES] UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 585 TAHUN 2020
TENT ANG
KARANG TARUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : &

Mengingat IS

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

bahwa dalam rangka meningkatkan eksistensi wadah
generasl muda dalam pengembangan diri dan tanggung
jawab sosial yang berorientasi pada kemandirian
grganisasi, perlu karang taruna yang tangguh dan
profesional serta independen;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf c
Peraturan Menteri Sgsial Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Karang Taruna, Gubernur memilki tanpgpungjawab
untuk mengoptimalkan tugas-tugas karang taruna dalam
hentuk kebijakan di tingkat provinsi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Karang Taruna,

Pgasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [ Sulawesi Selatan
Tenggara dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomopr 151, Tambahan Lembaran Negara 2102)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat [ Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan
Mengubah Undang-Undang Nomer 47 Prp Tahun 1960
tentang Pembentukan Daecrah Tingkat ] Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat ! Sulawes: Selatan-Tenggara
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara 2687);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 temang
Kesejahtersan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4967),
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pera tumin Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2011
Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3243) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomer 1B3, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomaor 6398);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomer 116, Tambahan Lembar Negara
Nomor 5430} sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 2 Tehun 2017 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6139);
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talhun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terahkir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dal am Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KARANG TARUNA.

BAR |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

{18

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan cleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistemn dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
19435.
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Provingi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
Kabupalen/Kola adalah Kabupatenj/Kola di Sulawesi
Utara.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Ulara,

Bupati/Walikota adalah Bupati/Wahkota pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
Dinas Sosial Provin:si adalah Dinas  yang

menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial di
Provinsi Sulawesi Utara.

Dinas SHosial KabupatenfKota adalah Dinas vyang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial
pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara,

Kepala Dinas Sosial Provinsi adalah Kepala Dinas Sosial
vang menyelenggarakan urusan pemeriniahan bidang
Sosial di Provinsi Sulawesi Utara,

Karang Taruna Tingkat Provinsi yang selanjulnya disebut
Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh
masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk
mengembangkan din, tumbuh, dan berkembang atas
dasar kesadaran serta tangpgung jawab sosial dari, olch,
dan uniuk generasi muda, vang berorientasi pada
tercapeinysa kesejuhteraan sosial bagli masyarat,

Anggota Karang Taruna yeng selanjutnya disebut wearga
Karang Taruna adalah Sctiap anggota masyarakat yang
berusia 13 (tiga belas} tahun sampai dengan 45 (empat
puluh lima) tahun yang berada di DesafKelurahan
Sulawesi Utara.

Pengurusx Karang Taruna adalah seluruh Pengurus
Karang Taruna yang ada di Provinsi Sulawesi Utara,
yakni Wadah alau sarana kerja sama Pengurus Karang
Taruna, dalam melakukan komunikasi, informasi,
konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolabar-asi,
scbagai jejaring sosial Pengurus Karang Taruna
kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Néasional.
Majelis Perlimbangan Karang Taruna yang selanjutnya
disingkat MPKT adalah Wadah berhimpun mantan
Pengurus KarangTaruna dan tokch masyarakal lain yang
berfungsi memberikan nasthat, mengarahkan, saran
danfatau pertimbangan demi kemajuan Karang Taruna,

Pasal 2

Karang  Taruna dalam men jalankan tugasva

berlandaskan pada Panecasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap
generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan
menangkal berbagal permasaiahan sosial khususnya
dikalangan generasi muds;

b. mengembangkan kemampuan geénerasi muda dalam
penyelenggaraan kese juhteraan sosial melalui
rchaliilitasi  sosial, jaminan sosial, pemberdavaan
sasial, dan perlindungan sosial;

¢. membangun karakter  generasi muda  yang
berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas,
inovatil, dan berkarya;

d mengembangkan potensi dan kemampuan generasi
muda;
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e mengembangkan jiwa dan semangal kewirausahaan
sosial generasi muda menuju kemandirian dalam
upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;

[. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat
persatuan dalam keberagaman kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

g menjalin sinergl dan kerja sama kemitraan aniera
generasi muda dengan berbagai pihak dalam
mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;

h mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan setap
anggota masyarakat yang berkualitas, terampil,
cerdas, inovahf, berkarakter serta memiliki kesadaran
dan tanggung jawab scsial dalam mencegah,
menangkal, menanggulangi dan  mengantisipasi
berbagai masalah kesejahieraan sosial, Khususnya
generast muda;

I mewupdkan kualitas kesejahteraan sosial setiap
anggota masyarakat terutama generasi muda di
desa/kelurahan secara terpadu, tcrarah, menyeluruh
serta berkelan jutan;

J mewujudkan pengembangan usaha menuju

kemandirian seliap anggota maeasyarakat terutama
generasi muda;

k mengembangkan kemitraan yang menjamin
penitigkatan kemampuan dan potensi generasi muda
secara terarah dan berkesinambungan; dan

l memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

BAB I

STATUS, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh
musyarakat sebagal potensi dan sumber kesejahteraan,
Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan di
wilayah Provinsi.
Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-
sama. dengan  Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat dalam
menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan
kese jahteraan sosial.
Untuk melaksanakan 1ugas pokeok sebagaimana
dimaksud pada ayal (3), Karang Taruna
menyelenggarakan fungsi
a. peneegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial

khususnva generasi muda
b penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  meliputi
rehabilitasi, perlindungan sowal, jaminan sosial
pemberdayaan  swesial dan  diklat  setiap  anggotla
masyarakat terutama generasi muda;
peningkatan usaha ekonomi produlktif;
penumbuhian, penguatan dan pemeliharaan kesadaran
dan tanggungjawab sosial setlap anggota masyarakat
terutama generasi muda untuk berperzn secara altif
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

ap
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e. penumbuhan, peningkatan dan  pengembangan
kegiatan bulan bhakti Karang Tarune;

f. penumbuhan, penguatan, dan pemeliharaan kearilan
{?:)kal antara lain menguasai kebudayaan;

g. pemeliharaan dan penguatan semangat persatuan dan
kegatuan masyarakat, kebangsaan, Bhineka Tunggal
ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

h pelaksanaan koordinast lintas sektor dan wilayah
tugas KarangTaruna baik di daerah maupun nasional;

dan

I penguatan sekrelarial pengadaan crisis center dan
sturdernt center serta segala perlengkapan,
pemeliharaan, dan  personalia pengelola dan
penanggungjawabnya.

BAB 1l
ORGANISASI, ANGGOTA DAN PENGURUS
Bagian kKesatu
Crganisasi

Pasal 4
Susunan Organisasi Karang Taruna sekurang-kurangnya
terdiri dar seorang ketua yang dapat dibantu oieh 1 (satu}
atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu)
orang sckretaris, 1 (satu) orang wakil sckretaris, 1 (satu
orang bendahara, 1 (satu) orang wakil bendahara dan seksi-
seksi.

Pasal 5

(1] Pengurus Karang Taruna melakukan koordinasi,
komunikasi, informasi, konsultasi dan kerjasama,
terhadap Pengurus Karang Taruna di Keeamatan,
Kabupaten/Kota sebagai sarana organisasi Karang
Taruna yang pelaksanaannya melzaiui pengurus <
setiap lingkup wilayah masing-masing.

{2} Karang Taruna danjatau pengurus Karang Taruna dapat
membentuk wadah yang menghimpun para tokoh
masyarakat, pemerhati Karang Tarung, dunia usaha,
akademisi dan potensi lainnys yang memberikan
dukungan terhadap kemajuan Karang Taruana,

(31 Mekanisme pembentukan wadah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikowordinasikan bersama Pengurus Karang
Taruna Nasional.

Pasal 6
Untuk membaniu melaksanakan tugas dan fungsi Karang
Taruna sebagainana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [2) dan
ayat (3), dapat dibentuk MPKT yang memiliki fungsi
memberikan saran dan pertiimbangan kepada  pengurus
Karang Taruna serta memberi akses/kemudzhan demi
kemeajuan Karang Taruna.

Bagian kedua
Anggota

Pasal 7
(1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sielsel pasifyang
berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13
tahun sampai dengan 45 tahun delam lingkungan
Desa/Kelurahan merupakan Warga Karang Téaruna.
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Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayal
{1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa
membedakan asal keturunan, golongan, budaya, jenis
kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

Bagian Ketiga
Pengurus

Pasals
Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi  serta
pemberdayaan Karang Taruna dibentuk kepcengtausan
pada Setiap tingkatannya.
Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara
nenpurus lingkat desa atau kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, dan nasional bersifat
koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan
kolaboratif.

Pasal 9@
Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan
mufakat dalam forum pengambilan keputusan.
Forum pengambilan keputusan sebageimana dimaksud
pada ayat (1} yaitu temu karya pengurus Karang Taruna
dikukuhkan oleh Gubernur, dengan masa bakti 5 (lima)
tahun.

Pasal 10

Ketun Pengurus RKarang Taruna  terpilih - menunjuk

sebuah Tim Formatur untuk memilih dan menentukan

susunan kepengurusan Karang Taruna yang lerdiri dari

Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan

Divisi/Kelompok Kerja.

Untuk dapat dipilih sebagai pengurus Karang Taruna

provinsi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a bertaqwa kepada Tuban Yang Maha Esa;

b setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

¢. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

d. bertempat tnggal di wilayah provinsi;

e. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan
karang taruna; dan

. memilki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi,
kemauan dan kemampuan, pengabdian &b bidang
kesejahteraan sosial.

Tugas dan tanggung jawab Pengurus Karang Taruna

Provinsi, adalah:

a. sekrewaris  bertugas dan  bertanggungjawab  untuk
mermbantu Ketua Penpurus dalam hal surat menyurat,
serta  penvusunan laporan  pertanggungjaw aban
Karang Taruna;

b sekretaris dalam melaksanakan LURES dan
tanggungjuwabnya dapat digantikan oleh  wakil
sekretaris dalam koordinasi dengan Ketua Karang
Taruna,

e. bendahara bertugas dan bertanggungjawab untuk
membantu Ketue Pengurus dalam hal keuangan, serta
penyusunan laporan pertanggungiawaban Karang
Taruna;

d bendahara dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya dapat digantikan oleh wakil ketua bendahara
dalam koordinasi dengun Ketua Karang Taruna.
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Pasal 11

Ketua Pengurus karang Taruna Provinsi dipilib secara

musyawardh dan mufakat oleh Ketua Karang Taruna

Kabupaten/Kota danfatau Pelaksana Tugas Ketua

kKarang Taruna Kabupaten/Kota.

Untuk dapat dipilih sebagai Ketua pengurus karang

Taruna provinsi harus memenuhi sydral sebagai berikut

a bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

berusia paling rendah 17 [tujub belas) tahun;

berdomisili di wilayah provinsj

aktif dalam kegiatan Kerang Taruna;

memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi

serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat;

dan

g telah  mengikuti  Pelatihan  Pengkaderan  dan
kepemimpinan Karang Tanina yang dilaksanakan olel)
Pengurus Karang Taruna Provinsi.
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Pasal 12

Pemilihan Ketua dan Pengurus Karang Taruna dapat
dilaksanaken paling cepat 1,59 tahun sebelum periode
berakhir.

Ketentuar lebih lanjat  terkail tata cara pemilihan
dimaksud pada ayat {1] diatur oleh Keputusan Ketua
Karang Taruna Provinsi dan dilaperkan ke Dinas Sosial
Provinsi.

Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi dapat

menetapkan penggantian pengurus dengan
pertimbangan ketidakakrifan dan/arau pertimbangan
lainnya.

Penetapan penggantian dimaksud pada ayat (3}
ditvangkan dalam keputusan Ketua Pengurus Karang
Taruna Provinst

Dalam hal Kabupaten/Kota belum memiliki Pengurus
Karang Taruna danfatau telah habis masa periodenya
dan/atau pertimbangan ketidakaktifan pengurus, Ketua
Pengurus Karang Taruna Provinsi dapat menunjuk
Pelaksena Tugas Ketua Pengurus Karang Taruna
Kabupaten/Kota sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan,

Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat [5)
dituangkan dalam Keputusan Ketua Pengurus Kuarang
Taruna Pravinsi

Hasil penunjukan pelaksanaan tugas Ketua Pengurus
Karsing Taruna dilaporkan ke Dinas Sosial Provinsi.

Pusal 13

ketentuan mengenal keorganisasian dan kepengurusan seria
pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna,
diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga Karang Taruna.




]

(2)

3)

[

BAB IV
TEMU KARYA

Pasal 14

Temu Karva dilaksanakan oleh Pengurus Karang Taruna
untuk:
a. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas;
b memilih Ketua Pengurus Karang Tarmana, dan
¢. menetapkan, mensahkan dan mengukuhkan

kepengurusan karang taruna,
Setiap pengurus Karang Taruna yang hadir dalam Temu
Karva berhak untuk dipilth menjadi Ketua Pengurus
Karang Taruna dengan mengikuti syarat yang dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2).
Pelaksanaan pada Temu Karya Daerah, Jaringan Rerja
Daerah, dan Rapat Kerja Daerah di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua Karang Taruna
Provinsi dan dituangken dalam surat tugas Ketua
Pengtrus Rarang Taruna Provinsi.
Petaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dapat
berbentuk tatap muka maupun pertemuan dengan
virtual/ video confersnce.

BAB V
PEMBINAAN KARANG TARUNA

Pasal 15

Pembinaan kKarang Taruna, meliputi:

a,
b,

c.

(1}
(2]

(1)
(2)

(1

pembina umun
pembina fungsional; dan
pembina teknis.

Pasal 16

Pembina Umum sebagaimaena dimaksud dalam Pasal 15
huruf a, adalah Gubernur,

Pembina Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan  pembinaan umum  di | provinsi  dan
mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum
kepada bupati/walikota.

Pasal 17

Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 huruf b, adalabh Kepala Dinas Sosial Provinsi.

Pembine [ungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

melakukan pembinaan:

a bimbingan keorganisasian Karang Taruna;

b program dan kegiatan dalam rangka pemberda}aan
dan pengembangan Karang Taruna selaku arganisasi
sosial kemasyarakatan kepemudaan berdasarkan
usulan program Kerja Karang Taruna tingkat Provinsi;
dan

c. pelaksanaan lungsi koordinasi, komunikasi, informasi,
kolaborasi dan kerja sama pada kepengurusan Karang
Taruna Provinsi, dan Karang Taruna Kabupaten/Kota,

Pasal 18
Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf e, adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi dan/atau
instansi 1erkait.
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(2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ().
memfasilitasi dan  memberikan  bimbingan dan
pengembangan terhadap Kerang Taruna sesual tugas
pokok dan fungsinva dalam pelaksandan program,
berdasarkan usulan program kerja Karang Taruna setiap
tingkatan.

(3] Pembina teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat
{1} dapat memberikan penugasan kepada Pengurus
Karang Taruna dengan pembiayaan APBD/APBN.

(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) adalah:
¢ sosialisasi kepada masyarakat tentang program kerja

Pemerintah Pusat, Pcmerintah Daerah, dan Karang
Taruna;

b perjalanan dinas yang timbul dari program kerja
pemerintall pusat, pemerintah daerah dan Karang
Taruna, dan/atau undangan dari instansi dan/atau
organisasi lain berhubungan dengan program kerja
Karang Taruna; dan

C. penugasan lainnya.

(3) Program kerja vang berhubungan dengan Karang Taruna
yang dilakukan Pembina Teknis dilaksanakan bersama
dengan Karang Toruna.

(6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayal (4]
ditaksanakan sesumi decngan ketentuan perataran
perundang-undangarn.

BAB VI
PROGRAM KERJA

Pasal 19

(1} Karang Taruna bertanggungjawab untuk menetapkan
program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber,
kemampuan dan kebutuihan karang taruna.

(2) Program kerja Rerang Taruna antars lain terdird dari:

pembinaan dan pengembangan generasi muda;

penguatan organisasi;

peningkatan usaha kesejahteraan sosial;

usaha vkonomi produlktif;

rekreasi nlahraga dan kesenian;

pemberian bantuan dan/fatau  hibah barang/jasa

kepada perorangan dan/atau kelompok masyarakat;
g kemitraan dengan Karuna Taruna Provinsi dan/atau

instansi dan/atau organisasi lain; dan
h lain-lain sesuai kebutuhan.

(3] Program Kerjp secbagaimina dimaksud pada ayat (2)
disusun sebagal hastl musyawara h/mufakat
berdasarkan rencana jangka pendek, menengah dan
par jarng.

~panop

Pasal 20

Karang  Taruna Keeamaturi dan  Karang Taruna
Kabupaten/Kota dalam menyusun program Kerja dapat
herkoordinasi dengan Karang Taruna Provinsi

BAB VI
TANGGUNG JAWAB

Pasal 21
(1} Penvelenggaraan Program Karang Taruna menjadi
tanggunyg jawab Pemerinltuh Daerah Provinsi.
(2} Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan olch Gubernur.
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Pasal 22
Tanggungjawab scbagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat
(2), meliputi :
melaksanakan pedoman umum Karapg Taruna;
melaksanakan standar dan indikator secara nasional;
menetapkan kebijakan tingkal provinsi;
memberikan stimulasi, fuasilitasi
mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat
Provinsi;
melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
memberikan penghargaan;
melakukan sosialisasi;
melakukan pemantauan, evaluasij, dan pelaporatn,
melaksanakan koordinasi danjejaring kerja;
pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
mengalokuasikan anggaran di APBD Provinsi tiap tahun
bagi Karang Taruna lewat mekanisme hibah dan/atau
penganggaran oleh Dinas berdasarkan usulan program
kerja Karang Taruna dan  dalam  pelaksanaannya
dilaksanakan oleh Pengurus Karang Taruna;
m mengoordinasikan pengelolaan  data  Karapg Taruna
tingkat provinsi; dan
n. merekomendasikan penetapsn lokasi pemberdayaan
Karang Taruna tingkat provinsi kepada Menteri Sosial
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BAB VIl
PERTEMUAN

Pasal 23

(1) Untuk meningkatkan keberadaan Karang Taruna agar
lebih berdaya guna dan berhasil guna, dibentuk
Pertemuan Karang Taruna.

(2} Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdin
dari:

g, rapal kerja;

b. rapal pimpinan;

c. rapal pengurus pleno;
d. rapat konsultasi; dan
e rapat pengurus harian.

(3) Tata eara pelaksanaan pertemual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Keiua
Karang Taruna Provinsi.

4 Pengambilan keputusan dalain setiap pertemuan wajib
dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan apabila
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan
suara terbanvak.

BABIX
IDENTITAS

Pasal24
(1} Karang Taruna memiliki identitas berupa lambang
bendera, panji dan lagu mars serta hymne yang mengacu
pada ketenilian peraturan perundang-undgangan.
(2) ldentitas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) menjadi
identitas resmi Karang Taruna dan hanya dapat diubah
denpan Keputusan Menteri Sosial.
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BABX
PENDANAAN

Pasal 25
Sumber pendanaan Karang Taruna berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
k. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undeangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 26
Dengan berlakunye Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan
Gubermur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2016 ([Berita
Daerah Tahun 2016 Nomor 30) tentang Karang Taruna,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mula: berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setinp orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur in dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi

AT, Ditetapkan di Manado

pada tangga! 25 Agustus 2020

GUBERNURSULAWESIUTARA,
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Diundangkan di Manado
pada tanggal 25 Agustus 2020
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